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بميحرلا نمحرلا الله مس  
Assalamu Alaikum Wr. Wb  
Alhamdulillah, Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt atas 
segala Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan 
penyusunan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan 
kita baginda rasulullah Muhammad saw, keluargannya, para sahabatnya, tabi‟ut 
tabi‟in yang telah berjuang sepenuh hati dan jiwa untuk menyampaikan dan 
menghidupkan risalah alqur‟an dan as-sunnah bagi seluruh umat manusia. Dengan 
sepercik goresan tinta dalam al-ihsan ini, berharap sedikit membantu 
perjuanganmu, ya...Rasulullah. 
Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa 
untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah 
pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan 
penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, 
penyusun memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Perzinahan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Hukum 
Islam dan Hukum Nasional)”  
Kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi 
terhadap pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa 
dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi 
semua pihak, baik dalam sugesti maupun motivasi moril maupun materil. Karena 
itu penyusun berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan 
penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua 
orang tua penyusun Ayahanda Akhmad Darisa dan Ibunda Maryam yang selalu 




sayang yang luar biasa . Terimah kasih pada Allah swt yang telah memberi orang 
tua selayak mereka. Keutuhan dan kelenggengan mereka menjadi inspirasi akan 
sebuah kesetiaan. Hingga hari tuanya, mereka selalu membimbing, tak letih 
menemani kala kesulitan yang sangat berat menerpaku, mengokohkan semangat 
moral, mengajariku untuk merdeka dalam mengambil setiap keputusan. 
Alhamdulillah, semoga Allah membahagiakan Ayah dan Bunda hingga akhir 
hayat kelak, bahagia dalam Surga Allah.  
Secara berturut-turut tak lupa pula penyusun mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Prof. DR. Musafir Pabbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin 
Makassar yang telah  memberi ruang kepada penulis untuk menimba ilmu di 
Kampus Hijau ini. 
2. Bapak Prof. DR.H. Darussalam, M.Ag sebagai Dekan fakultas Syariah dan 
Hukum  beserta seluruh staf yang telah banyak membantu selama penulis 
kuliah. 
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M. Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan 
Ketatanegaraan, terima kasih atas semua dukungannya bunda. Juga kepada 
Ibu Dr. Kurniati, M.Hi selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana dan 
Ketatanegaraan, terima kasih atas dukungannya. 
4. Bapak Dr. Hamzah Hasan, M. Hi selaku pembimbing I serta Ibunda 
Rahmiati M. Pd selaku pembimbing II penulis, terima kasih atas segala 
bimbingannya selama ini. 
5. Seluruh staf dosen dan karyawan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 
Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuannya selama aku berada di 




6. Seluruh mahasiswa HPK angkatan 2012 yang tidak sempat disebut namanya 
satu persatu karena keterbatasan ruang penulisan, terima kasih untuk  semua 
keceriaan, kebersamaan serta semangat yang kalian berikan selama ini. 
7. Kawan-kawan saya di HPMM, terkhusus di HPMM cabang Curio Utara yang 
tidak sempat saya tulis satu persatu namanya, terimah kasih atas segala 
kebersamaan dan semangat yang kalaian berikan kepada saya untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
8. Dan kepada seluruh teman-teman, adik-adik yang tidak sempat saya sebutkan 
namanya satu persatu dalam skripsi ini terimah kasih atas semua bantuan dan 
do‟anya. 
Upaya maksimal telah penyusun lakukan dalam penyusunan skripsi ini. 
Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga 
hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca yang budiman pada umumnya. 
Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam   
penyusunan skripsi ini.  
Billahi taufik wal hidayah 
Wassalamu Alaikum Wr. Wb. 
    
 
                                                                                   Makassar , 03 Maret 2017 
     Penyusun, 
 
                                                                                    RACHMAD RIYADI 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin 




Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح Ha H ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص sad S es (dengan titik di bawah) 
ض dad D de (dengan titik di bawah) 
ط Ta T te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ھ Ha H Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 






Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
 اَا Fathah A a 
 اِا Kasrah I i 
 اُا Dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 اَىَٔى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 اَ  fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 اَ اْ اَ  : kaifa 
 اَل اْ اَھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
 اَى…│  اَا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
A a dan garis di 
atas 
ى Kasrah dan yaa‟ I i dan garis di 
atas 
 اُو Dhammmah dan 
waw 








 ىاَم اَر : ramaa 
 لاْ اِق : qiila 
  اُت اْ اُ اَ  : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
 اُ اَ اْو اَ اِاااَ اْطاَ اْاا : raudah al- atfal 
 اُ اَ اْ اِ اَ اااُ اَ اِ ااَ اْاا : al- madinah al- fadilah 
 اُ اَ اْ اِ اْاا  : al-hikmah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  اَ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ااَ َّب اَر : rabbanaa 
 ااَ اْ َّجاَن : najjainaa 
  قُّ اَ اْاا : al- haqq 
  اَ عِّ اُن : nu”ima 
  وٌّواُ اَ  : ‘aduwwun 
 Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( اّ اِب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  وٌّ اِ اَ  : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 




6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  اُم َّلاا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
  اُ اَا اَلا َّلااَا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
  اَ اَس اَ اْااَا : al-falsafah 
  اُد اَ اِ اْااَا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 اَن اْو اُ اُماْااَ  : ta’muruuna 
 اُع اْ َّ اا : al-nau’ 
 ءٌء اْ اَ  : syai’un 
 اُت اْ اِماُا : umirtu 
 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 




Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (  اللّٰهالله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 




 اّاااُ اْ اِد diinullah  اِ
 اّاااِب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 
Nazir al-Din al-Tusi 





Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
s.w.t = subhanallahu wata’ala 
s.a.w = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 







Nama   : Rachmad Riyadi 
Nim   : 10300112068 
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Perszinahan  Yang Dilakukan oleh Anak di Bawah 
Umur (Analisis Hukum Islam dan Hukum Nasional) 
  
 Skripsi ini merupakan studi tentang tinjauan yuridis terhadap tindak 
pidana perzinahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Perzinahan bukanlah 
kasus baru terhadap anak. Anak sebagai generasi muda yang merupakan penerus 
perjuangan bangsa. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental secara utuh. 
Berdasarkan hal tersebut penyusun mengambil rumusan maslah dalam skripsi  
yaitu: bagaimanakah batas usia pemidanaan anak menurut hukum Islam dan 
hukum nasional? dan bagaimanakah pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi 
pidana bagi anak menurut hukum Islam dan hukum nasional? 
 Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, digunakan metode 
penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis 
(hukum nasional) dan pendekatan syar‟i (hukum Islam). Adapun sumber data 
yang digunakan yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung 
dari bahan-bahan hukum yang mengikat, dan data sekunder berupa pengumpulan 
data dari bahan-bahan kepusatakaan. Dalam skripsi ini digunakan metode 
pengumpulan data dengan cara identifikasi data dan reduksi data. Metode 
pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu 
upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, memilih dan memilahnya 
menjadi satuan yang dapat dikelolah dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 
kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. 
 Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa demi meminimalisir kejadian 
dan ketidak sepahaman dalam menafsirkan perundangan yang ada, maka batas 
usia anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 
tahun dan belum pernah kawin hal ini didasarkan pada UU RI No.3 Tahun 1997. 
Sedangkan dalam hukum Islam seorang anak dikatan baligh apabila ia sudah 
mimpi basah (Ihtilam) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Sedangkan 
persoalan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman di dalam hukum Islam 
yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yaitu di 
dasarkan pada Hadis Nabi yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat 
dibebankan kepada tiga orang yaitu: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil 
hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia sadar, sedangkan dalam hukum 
nasional yang yang menjadi pertimbangan yaitu di dasarkan UU RI Nomor 3 
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak juga mengemukakan asas-asas 
perlindungan anak. 
 Berdasarkan implikasi penelitian yang penulis dapatkan bahwa harusnya 
ada keseragaman aturan yang mengatur tentang usia seorang anak dan sanksinya 







A. Latar Belakang Masalah 
 Setiap anak yang lahir pasti dalam keadaan suci, maka dari itu  pengaruh 
dari orang tua dan lingkungan yang akan menjadi salah satu faktor utama dalam 
hal membentuk karakter anak itu nantinya, baik atau buruknya karakter seorang 
anak akan tergantung dari bagaimana didikan yang diberikan oleh orang tuanya 
dan bagaimana faktor lingkungan sekitarnya. Dalam kenyataan yang dihadapi saat 
ini, permasalahan mengenai anak sudah sangat memilukan hati dan 
mengkhawatirkan, bahkan sudah berada titik yang mengkhawatirkan. 
Anak sebagai salah satu anugerah yang seharusnya dipelihara, dilindungi, 
dan dibina malah menjadi bagian dari dunia kriminal. Berbagai jenis kejahatan 
seperti tindak pidana persetubuhan yang dulunya didengar hanya dilakukan oleh 
orang dewasa, saat ini sudah tidak lagi menjadi monopoli orang dewasa saja akan 
tetapi juga telah banyak dilakukan oleh anak-anak yang seharusnya duduk 
dibangku sekolah untuk mengenyam pendidikan demi masa depan yang cerah 
nantinya, sekarang malah menjadi pelaku dalam berbagai macam tindak kriminal. 
Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada 
siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, maupun anak-
anak. Anak adalah penerus generasi bangsa dan penerus pembangunan yaitu 
generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang 
berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali 
Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumberdaya 









Dalam lingkungan berbangsa dan bernegara muncul kesadaran untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia bahwa masih 
terdapat ratusan bahkan jutaan anak Indonesia yang berada dalam kondisi yang 
kurang beruntung. Standar layak dalam kesehatan, pendidikan, pengasuhan gizi, 
tempat tinggal maupun kasih sayang orang tuanya serta perlindungan agar anak 
terbebas dari tindak kekerasan, penelantaran dan eksploitasi masih sangat jauh 
dari angan-angan dan belum mendapat perhatian sepenuhnya. Namun saat ini 
mulai diperhatikan secara khusus. Hal ini terbukti dengan adanya peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak sebagaimana 
yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) RI, Undang-undang RI Nomor 3 tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur 




Disamping itu semua anak berhak dalam perlindungan khusus, kesempatan 
dan fasilitas yang diperlukan bagi pertumbuhannya dengan cara yang sehat dan 
dalam suasana yang bebas dan terhormat. Saat ini sudah ada satu kerangka kerja 
hukum yang lengkap untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. 
Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting adalah dikeluarkannya 
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Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia  (Jakarta: Raja Wali 
Press, 2005),  h. 1. 
2






undang-undang perlindungan anak pada bulan Oktober 2002 yang merupakan 
perangkat yang ampuh dalam melaksanakan konvensi hak anak di Indonesia.
3
 
Sejauh ini, perlindungan dan perhatian yang diberikan pada anak 
membahas atau lebih berfokus pada perlindungan dari suatu tindak pidana, 
kesejahteraan anak, kedudukan anak, perwalian, pengangkatan anak, anak 
terlantar serta anak nakal. Sementara perlindungan yang membahas tentang 
perlindungan anak dalam proses peradilan dan korban sangat minim sekali 
pembahasannya, bahkan hampir tidak tersentuh. Mengingat hukum pidana adalah 
salah satu konsep yang memiliki kajian yang sangat luas, hal ini dikarenakan 
hukum pidana yang mempunyai banyak segi, yang masing-masing segi memiliki 
arti sendiri-sendiri, dan diantaranya kajian tersebut tidak terlepas dari kajian 




Dalam hukuman pidana Islam, anak yang melakukan perzinahan dianggap 
merupakan jarimah (baik had maupun kisas) yang dilakukan oleh anak-anak yang 
belum baligh dan tidak dijatuhkan hukuman. 
Adapun anak yang terlambat atau tidak mengalami mimpi basah, maka 
para ulama berbeda pendapat dalam menentukan umur kedewasaan. Karena dalam 
nash al-Qur’an dan al-Hadis tidak ada ketentuan yang pasti, sehinga para fuqaha 
memberikan batasan umur yang bervariasi. Pendapat madzhab Hanafi yang 
masyhur adalah pada usia 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak 
perempuan, begitu juga dengan madzhab Maliki yang terkenal. Sedangkan 
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madzhab Syafi’i dan Hambali memberikan umur yang sama bagi laki-laki dan 
perempuan, yakni umur 15 tahun.
5
 
Dewasa ini peradaban materialisme telah mendominasi pola kehidupan 
komunitas Barat modern. Konsekuensinya, tata nilai sosial dan prinsip-prinsip 
keluarga menjadi rusak dan hancur, sehingga dekandensi moral tak terbendung 
dan perbuatan keji merajalela. Banyak faktor yang menjadi pemicu bencana ini. 
Utamanya, praktik perzinaan yang merebak. Dan kemudian menyebar ke sejumlah 
negara Islam yang tidak mengindahkan ajaran al-Qur’an dan sunah Nabi. 
Oleh karena itu Islam menganjurkan nikah, karena ia merupakan jalan 
yang paling sehat dan tepat meyalurkan kebutuhan biologis itu. Perzinaan atau 
pelacuran dinyatakan oleh syari’at Islam sebagai perbuatan melanggar hukum, 
yang layak dijatuhi hukuman karena membawa akibat yang buruk, dan 
mengundang dosa. 
Zina menyebabkan simpang siur kejahatan keturunan, dan rusaknya 
keluarga. Bahkan hingga menyebabkan tercabutnya akar kekeluargaan, 
menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan 
moral. 
Sebagaimana kita ketahui sebelum ini bahwa apabila Islam mengharamkan 
sesuatu, ia pasti membendung segala jalan dan pintu yang menuju ke arahnya. Ia 
mengharamkan segala instrumen dan prolog yang mengantarkan kepadanya. 
Segala sesuatu yang merangsang nafsu birahi dan membuka fitnah terhadap laki-
laki dan perempuan, menggoda dan membangkitkan syahwatnya, mendekatkan 
atau memudahkan terjadinya kekejian, semua itu dilarang oleh Islam. Demikian 
itu menutup rapat-rapat pintu yang menuju ke arahnya, sekaligus merupakan 
pencegahan dini bagi kerusakan yang mungkin terjadi.  
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Sementara dalam hukum pidana nasional, dijelaskan dalam pasal 45 bahwa 
yang dimaksud dengan anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang 
belum dewasa apabila berumur di bawah (di bawah 16 tahun, menurut KUHP) 
sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal 285, 287, 290, 293, 294, 295, 297, itu 
tidak mengkualifikasikannya sebagai tindak pidana, apabila dilakukan 
dengan/terhadap orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana 
karena dilakukan dengan/terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun, 
yang melakukan perkosaan tersebut dapat dijatuhi hukuman dengan tiga 
kemungkinan, yaitu: 
1. Mengembalikan kepada orang tua atau walinya, tanpa dijatuhi hukuman. 
2. Diserahkan kepada pemerintah untuk dididik tanpa dijatuhi hukman. 
3. Dijatuhi hukuman,   tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak lebih dari 
dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan. 
Sementara, menurut “Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002  Tentang 
Perlindungan Anak” dalam pasal 1 butir 2 disebutkan yang dimaksud anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan, dan kemudian secara khusus mengenai sanksi terhadap 
anak dalam “Undang-Undang Peradilan Anak” pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa 
ada perbedaan batasan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 
(delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti 
dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau 
diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di 
atas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. 
Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan 
fisik, mental, dan sosial anak.
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Perzinaan merupakan masalah yang tidak akan pernah habis 
diperbincangkan sepanjang hidup manusia dan sepanjang masa. Hal itu 
dikarenakan, pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya sikap prilaku 
yang baik antar sesama. Masalah perzinahan tidak hanya menyangkut hubungan 
antar manusia sebagai hak insani atau hak adami. Tetapi masalah perzinaan dan 
hukumannya memang begitu penting dalam rangka memelihara hubungan antar 
manusia dan karena betapa dahsyatnya akibat perzinaan terhadap kehidupan 
manusia dan antar manusia itu sendiri. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun mengangkat judul: “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Anak di Bawah 
Umur (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok 
masalah adalah bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perzinahan 
yang dilakukan oleh anak di bawah umur (analisis perbandingan hukum Islam dan 
hukum nasional). 
Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas maka penyusun 
membatasi pembahasn pada sub masalah: 
1. Bagaimana  batas usia bagi pemidanaan anak menurut hukum Islam dan 
hukum nasional.? 
2. Bagaimana pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak 








C. Pengertian Judul dan Ruang lingkup Penelitian 
1. Pengertian judul 
Demi menghindari kesalah-pahaman dalam mendefinisikan dan 
memahami judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang 
dilakukan oleh Anak di bawah Umur (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan 
Hukum Nasional), maka penyusun akan memaparkan pengertian beberapa 
variable yang dianggap penting. Antara lain : 
a) Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum  
b) Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai 




c) Perzinahan adalah berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan 
(hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia).
8
 
d) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Namun banyak literatur 
yang memberikan batasan umur anak yang berbeda-beda, dalam hal ini dapat 
di telusuri berdasarkan fase-fase perkembangan anak yang menunjukkan 
kemampuan atau kecakapan untuk bertindak.
9
 
e) Hukum Nasional adalah hukum yang yang sedang berjalan atau berlaku saat 
ini pada suatu Negara.
10
 
f) Hukum Islam adalah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah swt (al-
Qur’an) dan sunnah Rasul (Hadis).11 
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2. Ruang lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup mengenai analisis 
perbandingan menurut hukum Islam dan hukum nasional dalam kasus tindak 
pidana perzinahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 
 
D. Kajian Pustaka  
Berikut ini dikemukakan isi garis-garis besar beberapa bahan pustaka yang 
telah penulis kumpulkan. Dari beberapa bahan pustaka tersebut dapat dirangkum 
isi pokoknya sebgai berikut: 
1. Nashriana, dalam bukunya Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di 
Indonesia menjelaskan bahwa perlindungan anak berkaitan erat dengan 
keadilan. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka 
dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik, yang 
implementasinya adalah hak-hak anak. Namun dalam buku ini tidak 
menjelaskan tentang upaya perlindungan anak secara spesifik. 
2. Gatot Supramono, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Anak dalam 
buku  ini dijelaskan asas-asas hukum pidana, penafsiran dalam hukum 
pidana, dasar-dasar pemberatan pidana, dasar-dasar peringanan pidana 
pengajuan dan penarikan, ajaran kausalitas percobaan kejahatan dan 
penyertaan dan tindak pidana. 
3. Marlina dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia : 
Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, buku ini 
memaparkan tentang peradilan pidana anak di Indonesia, dengan 
menawarkan konsep diversi dan restorative justice. Diversi adalah 
kebijakan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan formal. 
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Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar 
sistem peradilan. Buku ini hanya menawarkan konsep diversi dan 
restorative justice tidak menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak 
khususnya dalam proses peradilan. 
4. Darwan Prints dalam bukunya Hukum Perlindungan Anak di Indonesi. 
Dalam buku ini memberikan gambaran mengenai perlindungan dari suatu 
tindak pidana, kesejahteraan anak, kedudukan anak, perwalian, 
pengangkatan anak, anak terlantar serta anak nakal. 
5. Candra Gautama dalam bukunya Konvensi Hak Anak. Buku ini membahas 
tentang hak anak dalam perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas 
yang diperlukan bagi pertumbuhan dengan cara yang sehat dan dalam 
suasana yang bebas dan terhormat. 
Adapun perbedaan utama dengan penelitian adalah bahwa beberapa buku 
di atas tidak menjelaskan secara spesifik dalam konteks pelaku tindak pidana 
persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, haruslah diperhatikan 
keberadaannya sebagai pelaku kriminal usia muda yang berbeda karakteristiknya 
dengan pelaku kriminal dewasa. 
 
E. Metodologi Penelitian 
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga 
merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian 





pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk 
menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.
12
 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (Liblary Research) yang menggambarkan secara sistematis, normatif, 
dan akurat yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, kitab 
undang-undang hukum pidana (KUHP), kitab fiqh, jurnal dan literatur yang 
berkaitan atau relevan dengan objek kajian. 
2. Pendekatan Penelitian 
Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai 
berikut : 
a) Pendekatan Yuridis 
Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan 
melihat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak 
pidana perzinahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam Metode ini  
senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku. 
b) Pendekatan Syar’i 
Syar’i adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan 
menelaah ayat al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
3. Data dan Sumber Data  
a. Data 
Data dalam penelitian ini berupa aturan-aturan dan kebijakan yang 
tertuang dalam buku, kitab, jurnal dan lain-lain. 
b. Sumber data 
Adapun sumber data dalam pelitian ini yaitu: 
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1) Data Primer 
Sumber data primer diperoleh langsung dari bahan-bahan hukum yang 
mengikat, yang dalam hal ini perundang-undangan, al-Qur’an dan Hadis untuk 
membahasi permaslahan yang dihadapi . 
2) Data Sekunder 
Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai sumber data primer dalam hal ini adalah kitab-kitab fiqh, 
majalah-majalah, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan 
penyusunan skripsi ini. 
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a) Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini 
antara lain sebagai berikut: 
1) Metode deduktif, yaitu suatu cara menganalisa data bertitik tolak dari data 
yang bersifat umum, kemudian ditarik atau diambil kesimpulan yang 
bersifat khusus. 
2) Metode komparatif, yaitu membandingkan keduanya antara hukum 
nasional dan hukum Islam, dengan menganalisa keduanya. 
3) Metode induktif, yaitumenekankaan pada pengamatan terlebih dahulu, lalu 
menaik sebuah kesimpulan berdasarkan pengamatan. 
4) Metode Editing data, yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data 





Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan 
faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
b) Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis 
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan 
yang dapat dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 
dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. 
 
F. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) 
yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut: 
a. Tujuan umum yaitu: 
Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum nasional terhadap 
tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 
b. Tujuan  khusus antara lain sebagai berikut: 
1) Untuk mengetahui pandangan hukum nasional terhadap tindak pidana 
perzinahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 
2) Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 









a. Kegunaan teoritis 
Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan 
pengetahuan mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perzinahan yang 
dilakukan oleh anak di bawah umur (analisis perbandingan antara hukum Islam 
dan hukum nasional). Dalam disiplin ilmu hukum Islam, penelitian ini memberi 
manfaat dalam menumbuhkan kesadaran generasi muda akan pentingnya 
mengetahui pandangan hukum nasional dan hukum Islam terhadap tindak pidana 
perszinahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 
b. Kegunaan praktis 
1) Memberikan pemahaman kepada kalangan intelektual dalam dunia 
akademisi terhadap tindak pidana perzinahann yang dilakukan oleh anak di 
bawah umur ditinjau dari hukum Islam dan hukum nasional. 
2) Memberikan wacana baru kepada para akademisi dalam upaya 
pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam. 
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BAB II 
PERZINAHAN YANG DILAKUKAN  OLEH ANAK MENURUT HUKUM 
ISLAM 
 
A. Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian hukum pidana Islam 
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh 
jinayah adalah segala bentuk hukuman mengenai tindak pidana atau perbuatan 
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani 
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil - dalil hukum yang terperinci 
dari al-Qura’n dan hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan 
kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan 
peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qura’n dan hadis. 
Dari berbagai pengertian yang ada mengenai istilah jinayah maka 
pengrtian jinayah dapat dibagi kedalam dua jenis pengertian yaitu: 
a. Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’ 
yang dapat mengakibatkan hukuman had atau ta’zir. 
b. Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang 
dilarang oleh syara’ dan dapat menimbulkan hukuman had bukan ta’zir.1 
Istilah kedua adalah jarimah. Pada dasarnya, kata jarimah mengandung 
arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi pengertian jarimah secara harfiah sama 
dengan pengertian jinayah, yaitu larangan-larangan syara’ (yang apabila 
dikerjakan) diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir. 
Konsep jinayah atau jarimah mencakup peerbuatan ataupun tidak berbuat, 
mengerjakan, mengerjakan atau meninggalkan, aktif aatau pasif. Oleh karena itu 
                                                             
1
Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial , (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan 
Kemasyarakatan, 1992), h. 86. 
15 
 
perbuatan jarimah tidak hanya mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh 
peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah apabila seseorang meninggalkan 
perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan. Abdul Qadir Audah 
mengatakan bahwa mahdhurat (larangan) adalah perbuatan melakukan perbuatan 
yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. 
Jarimah biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, 
pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik, dan 
sebagainya. Semua itu disebut dengan istilah jarimah kemudian dirangkaikan 
dengan satuan atau sifat perbuatan tersebut, seperti jarimah pencurian, jarimah 
pembunuhan, jarimah perkosaan. Sebaliknya, tidak digunakan istilah jinayah 
pencurian, jinayah pembunuhan, jinayah perkosaan dan jinayah politik. 
Kata jarimah identik dengan hukum positif /nasional sebagai tindak pidana 
atau pelanggagran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari pelanggaran hukum. 
Dalam hukum positf, contoh-contoh jarimah diistilakan dengan tindak pidana 
pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Dalam hukum positf 
dikenal istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbatan 
yang boleh dihukum, yang artinya sama dengan delik.
2
 
Pemakaian kata jinayah mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu 
ditujukan bagi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kejahatan manusia dan 
tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan 
fiqh yang memuat masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan 
hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut fiqh jinayah dan 
bukan istilah fiqh jarimah. 
Kedua istilah tersebut (jinayah dan jarimah) memiliki kesamaan dan 
perbedaan secara etimologis. Kedua istilah tersebut bermakna tunggal, 
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mempunyai arti yang sama, serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi 
negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah 
pembicaraan, serta dalam penerapannya.
3
 
Dengan demikian jinayah dan jarimah dapat dibedakan sebagai berikut; 
jinayah (Hukum Pidana Islam) yaitu sekumpulan aturan-aturan yang melarang 




Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah swt yang mengandung 
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat 
Islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap 
manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu 
menempatkan Allah sebagai pemegang hak, baik yang ada pada diri sendiri 
maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya melaksanakan kewajiban 
memenuhi perintah Allah swt. Perintah Allah yang dimaksud harus ditunaikan 
untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. 
Al-Qura’an merupakan merupakan penjelasan Allah tentang syariat, 
sehingga disebut al-bayan (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar 
mempunyai empat cara dan salah satu diantaranya adalah Allah memberikan 
penjelasan dalam bentuk nas tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang berzina 
harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun 
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2. Sumber Hukum Pidana Islam 
Sistematika sumber hukum Islam terdiri atas: 
a. Al-Quran 
Al-Quran adalah sumber ajaran hukum Islam yang pertama, memuat 
kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad 
saw. Diantara kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk 
mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubunganya 
dengan perkembangan dirinya, hubungannya dengan sesama manusia, 
hubungannya dengan alam dan mahluk lainnya. 
b. Sunnah 
Sunnah Nabi Muhammad saw, merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. 
Karena, hal-hal yang diungkapkan oleh al-Quran yang bersifat umum atau 
memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad saw, menjelaskan melalui 
sunnahnya. Sunnah adalah perbuatan,perkataan, perizinan Nabi Muhammad 
saw, (af’alu, aqwalu dan taqriru). Pengertian sunnah yang demikian 





Ar-Ra’yu atau penalaran adalah sumber ajaran Islam yang ketiga. Penggunaan 
akal (penalaran) manusia dalam menginterprestasi ayat-ayat al-Quran dan 
sunnah bersifat umum. Hal itu dilakukan oleh ahli hukum Islam karena 
memerlukan penalaran manusia. Oleh karena itu, Ar-Ru’ya mengandung 
beberapa pengertian diantaranya: 
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Ijma’ adalah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas 
sesuatu hukum sesudah masa nabi Muhammad saw. 
2) Ijtihad 
Ijtihad ialah perincian hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan 
hadis yang bersifat umum. Yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. 
Mujtahid adalah orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan 
perincian hukum dari ayat-ayat al-Quran dan hadis yang bersifat umum. 
3) Qiyas 
Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada 
ketetapan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari 
olehnya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya 
dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yangg disebut illat. 
4) Istihsan 
Istihsan adalah mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum 
peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya 
hukum yang lain yang sejenisnya. Pengecualian dimaksud dilakukan 
karena ada dasar yang kuat. 
5) Mashlahat Mursalah 
Mashlahat mursalah ialah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan 
yang tidak ada ketentuannya dari syara’ baik ketentuan umum maupun 
ketentuan khusus. 
6) Sadduz zari’ah 
Sadduz zari’ah ialah menghambat/menutup sesuatu yang menjadi jalan 









3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam 
Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari 
pelaksanaan hukuman pidana Islam, diantaranya: 
a. Asas tidak berlaku surut 
Hukum pidana Islam pada prinsipnya tidak berlaku surut. Artinya sebelum 
adanya nas yang melarang perbuatan maka tindakan mukallaf tidak bisa 
dianggap sebagai suatu jarimah. 
b. Asas tidak sah pidana jika ada keraguan 
Keraguan disini berarti segala yang kelihatan seperti sesuatu yang terbukti, 
padahal dalam kenyataannya tidak terbukti. Atau segala hal yang menurut 
hukum yang mungkin secara konkrit muncul, padahal tidak ada ketentuan 
untuk itu dan tidak ada dalam kenyataan. 
c. Asas kesamaan dihadapan hukum 
Asas kesamaan dihadapan hukum ialah setiap orang terlihat sama 
derajatnya dihadapan hukum tanpa ada perbedaan antara yang kaya, 
miskin, tua, muda dan lain-lain. 
d. Asas keadilan 
Keadilan sangatlah penting sampai-sampai dalam al-Qur’an terdapat 1000 
kali kata keadilan,terbanyak disebutkan setelah Allah dan ilmu 
pengetahuan. bahwa keadilan adalah asas, titik tolak,  proses dan sasaran 
hukum Islam. 
 
                                                             
6
Zainuddin Ali, Islam Tekstual dan Kontekstual: Suatu Kajian Akidah Syari’ah dan 
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e. Asas material 
Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah 
segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang 
dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang 
diancam hukum. 
f. Asas kemanfaatan 
Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan 




4. Unsur-unsur hukum pidana 
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah (tindak pidana), jika ada 
unsur formil (ada undang-undang atau al-Quran dan hadis), materil (sifat melawan 
hukum) dan unsur moral (pelakunya mukallaf) atau bisa bertanggungjawab 
terhadap tindakannya, sebuah pelanggaran tidak memenuhi unsur-unsur tersebut 
maka tidak dapat dikatakan jarimah(tindak pidana). Untuk menentukan suatu 
hukuman dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral, sebagai 
berikut: 
a. Unsur yuridis normatif 
Unsur ini harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan 
terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. 
b. Unsur  moral 
Unsur moral adalah kesanggupan seseorang untuk menerima suatu yang 
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Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 15. 
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5. Pengertian zina 
Definisi zina secara bahasa adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi 
wanita melalui qubul (kemaluan), yang bukan miliknya (isteri atau budaknya) 
atau berstatus menyerupai hak miliknya.
9
 
Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan me-wa-thi-nya seorang laki-
laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan 
sengaja. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan zakar 




Zina secara harfiah berarti fashiyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam 
pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. 
Para fuqaha (ahli hukum islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan 
seksual dalam arti memasukan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang 
dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat. Dasar hukum 
terhadap perbuatan zina terdapat dalam QS Al-Isra’/17: 32 
      
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
11
 
Nas tersebut menunjukan bahwa zina itu adalah perbuatan keji dan 
diharamkan, dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar 
hukum akan dihukum dengan hukum pengasingan, hukuman dera dan hukuman 
rajam. Sangsi pidana yang dijatuhkan kepada pezina berbeda-beda menurut 
keadaan pezina. 
                                                             
9
Fadhel Ilahi, zina, (Qisthi Press, 2001), h. 7. 
10
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Konsep tentang tindak pidana perzinahaan menurut hukum Islam jauh 
berbeda dengan sistem hukum Barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan 
seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah 
berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, 
meskipun dilakukan dengan rela sama rela, jadi tetap merupakan tindak pidana. 
Konsep syariat ini adalah untuk mencegah menyebarluaskan kecabulan 
dan kerusakan ahlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinahan itu 
tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih kepada 
kepentingan masyarakat. Kerusakan moral yang melaanda dunia barat menurut 
para ahli justru karena diperbolehkannya perzinahan bila dilakukan oleh orang 
dewasa yang dilakukan dengan rela  sama rela, sehingga banyak laki-laki yang 
berpaling dari kehidupan rumah tangga yang bahagia. Hal in sudah tentu 
membuatnya menjaadi orang yang tidak bertanggung jawab sebab kebutuhan 
seksualnya dapat terpenuhi melalui hubungan seksual dengan wanita yang bukan 
istrinya asal rela sama rela. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa masalah perzinahan itu tidak hanya 
menyinggung hak perorangan, melainkan juga menyinggung hak masyarakat. 
6. Pengertian Anak 
Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah swt yang senantiasa harus 
kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai 
manusia yang harus di junjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat 
bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai 
dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. 
Kata anak dalam Ensiklopedia Hukum Islam di defenisikan sebagai orang 
yang lahir dalam rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa yang 
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merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. al-Qur’an sendiri mendefinisikan 
anak dengen istilah yang berbeda-beda, antara lain: 
a. Al-Walad 
Al-Qur’an sering menggunakan kata al-walad untuk menyebut anak. Kata 
al-walad dengan segala bentuk derivasinya terulang dalam al-Qur’an sebanyak 65 
kali. Dalam bahasa Arab kata walad jamaknya awalad, berarti anak yang 
dilahirkan oleh orang tuanya, baik berjenis kelamin laki-aki maupun perempuan, 
besar atau kecil, baik untuk mufrad (tunggal), tatsniyah (dua), maupun 
jama’(banyak). Karenanya, jika anak belum lahir, berarti belum ia dapat disebut 
sebagai al-walad atau al-mawlud, melainkan al-janin yang secara etimologis 
berasal dari kata janna-yajunnu, berarti al-mastur al-kafiy yakni sesuatu yang 
tertutup dan tersembunyi (dalam rahim sang ibu). 
Dalam al-Quran kata walad dipakai untuk menggmbarkan adanya 
hubungan keturunan, sehingga kata walid berarti ayah kandung, demikian pula 
dengan kata walidah (ibu kandung). Ini berbeda dengan kata ibn, yang tidak mesti 
menunjukan hubungan keturunan. Jadi ibn bisa berarti anak kandung dan anak 
angkat. Demikian pula kata ab (bapak) bisa berarti ayah kandung dan ayah 
angkat. 
b. Ibn  
Al-Qur’an juga menggunakan kata ibn untuk menyebut anak. Kata ini 
dengan segala bentuk derivasinya terulng sampai 161 kali. Lafaz ibn menunjuk 
pada pengertian anak laki-laki yang tidak ada hubungannya nasab, yakni anak 
angkat, contohnya yakni pernyataan trdisi orang-orang jahiliyah yang 
menisbatkan anak angkatnya seolah-olah seperti anak sendiri, sehingga anak 
angkat itu berhak untuk mewarisi hartanya, tidak boleh dinikahi dan 




Dalam al-Qur’an ketika disebut bint, jamaknya banat berarti merujuk pada 
pengertian anak perempuan. Kata tersebut dengan berbagai macam bentuknya, 
terulang dalam al-Qur’an sebnyak 19 kali. Sehubungan dengan anak perempuan, 
al-Qur’an memberikan informasi tentang bagaimana orang-orang jahiliyah 
memandang dan memperlakukan anak perempuan. Misalnya, mereka 
menganggap anak perempuan sebagai aib keluarga sehingga mereka pun tega 
mengubur anak perempuan dalam keadaan hidu-hidup. al-Qur’an mengecam 
tindakan tersebut sebagai kejahata, dosa besar besar dan kebodohan. 
d. Al-Gulm 
Kata al-gulm dalam berbagai bentuknya diulang 13 kali dalam al-Qur’an. 
Kata gulm berarti seorang anak muda, yang diperkirakan umurnya 14-21 tahun. 
Pada fase tersebut perhatian orang tua harus lebih cermat, sebab pada fase itulah 




Dengan pemahaman dewasa adalah saat baligh, anak harus dipersiapkan 
sedemikian rupa hingga ia siap untuk menjadi manusia dewasa yang sanggup 
bertanggungjawab atas perbuatannya saat baligh.  Ini berbeda dengan pandangan 
yang ada saat ini yang menganggap anak dewasa bila sudah menginjak usia 18 
tahun.  Pandangan ini membuat kontradiksi pada diri anak.  Di satu sisi saat ia 
baligh, hormon-hormon dan alat reproduksinya sudah matang, sehingga secara 
biologis ia dewasa, namun di sisi lain ia tetap diperlakukan seperti anak-anak dan 
tidak mendapat pembekalan bagaimana bertanggungjawab dengan kondisi 
balighnya tersebut.  Akibatnya secara akal pikiran, ia masih jauh dari matang.  
Kondisi ini membuat anak cenderung mudah terjerumus dalam dunia kejahatan. 
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Beragam definisi anak yang diuraikan tersebut, memberikan isyarat bahwa 
betapa al-Qur’an sangat memperhatikan kondisi sosial anak, baik yang 
menyangkut kedudukan anak, proses pendidikan dan pemeliharaan anak, hak-hak 
anak, hukum yang berkaitan dengan anak, maupun cara berinterksi yang baik. 
 
B. Batas Usia Anak dalam Hukum Islam 
Baligh tidak hanya menyebabkan perubahan fisik atau psikis. Tapi juga 
berpengaruh pada kewajiban memenuhi seruan Allah.  Mulai saat itu, seorang 
anak dikatakan telah dewasa.  Dia berkewajiban terikat dengan hukum syara’.  
Menurut Hj. Huzaemah T. Yanggo dalam bukunya Fiqh Anak, dia telah memiliki 
kelayakan mendapat tugas (ahliyat al-wujub), serta kelayakan dan kemampuan 
untuk melaksanakan tugas-tugas secara sempurna (ahliyat al-‘ada).  Jika dia 
mentaati aturan, maka dia akan memperoleh pahala, dan sebaliknya jika 
melanggar aturan syariat, maka akan kena sanksi. Semua yang dilakukan akan 
dipertanggung jawabkan sendiri.  Tidak bisa dilimpahkan atau digantikan oleh 
orang lain. 
Begitupun di hadapan hukum pidana, anak ketika mencapai usia baligh 
dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi 
dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam Islam, hal itu adalah mungkin, karena 
saat seseorang mencapai baligh, ia sekaligus juga mencapai “aqil”, sehingga layak 
untuk dihadapkan pada konsekuensi hukum. 
Jika anak belum baligh, Huzaemah T. Yanggo menjelaskan terperinci 
dalam bukunya, anak seperti ini tidak dapat dihukum dengan hukuman seperti 
orang dewasa.  Ini dikarenakan asas dalam pemberian hukuman tersebut adalah 
26 
 




Anak kecil tidak memiliki tujuan atau maksud yang jelas dari tindak 
pidananya, karena akalnya belum sempurna.  Kesadaran dan pemahamannya pun 
belum lengkap, termasuk pemahamannya tentang hakekat kejahatan. Ia juga 
belum mampu memahami khithab Syari’  secara sempurna. Karena itu anak tidak 
dijatuhi hukuman pidana. 
Diriwayatkan pula bahwa seorang pencuri dihadapkan pada Khalifah 
Utsman. Sebelum memutuskan hukum potong tangan, Utsman memerintahkan 
untuk menyingkap sarung sang pencuri agar diketahui sudah baligh atau belum.  
Ketika ternyata terbukti pencuri tersebut belum baligh, Utsman tidak menjatuhkan 
hukuman padanya.  Ini tidak dsanggah  oleh para shahabat yang ada saat itu 
sehingga terjadi ijma’.14 
Sekalipun tidak dijatuhi hukuman pidana, namun jumhur ulama fiqh 
berpendapat, dalam kasus pembunuhan, anak sebagai pelaku dikenakan diat 
pembunuhan tidak disengaja atau keliru.  Bila anak tidak memiliki harta, maka 
kewajiban diat ini dibebankan kepada walinya. 
Sekalipun demikian, negara boleh mengambil kebijakan khusus bila terjadi 
masalah tindak pidana anak.  Negara bisa memaksa orangtua atau wali untuk 
mendidik anaknya, atau negara mengambil anak dari pengasuhnya dan 
menyerahkannya pada pengasuh lain yang mampu dari kalangan kerabat yang 
berhak atas pengasuhan anak. Bila anak sebatang kara tidak memiliki pengasuh 
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Huzaemah T. Yanggo, Fiqh Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 125. 
14Muhammad Fu’ad Abdul  Baqi, Allu’lu Wal Marjan, (semarang: PT. Karya Toha Putra, 
1993), h. 472. 
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dan wali, maka negara berkewajiban memelihara anak tersebut dan mendidiknya 




C. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak 
Pidana Perzinaan Menurut Hukum Islam 
  Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada 
orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah mukallaf, jika seseorang belum 
mencapai umur pada mukallaf atau belum baligh maka hukuman tidak 
membebankan apapun kepadanya, hukum Islam juga tidak membebankan 
terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak juga terhadap 
orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan bukan sebab disengaja seperti 
mabuk karena minum minuman khamar atau minuman lainnya yang 
memabukkan. 
Pertanggungjawaban dalam syariat Islam diartikan sebagai pembebanan 
seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang 
dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud 
dan akibat dari perbuatannya itu. Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan 
yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan 
hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar’i baik dilarang melakukan 
atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri 
dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan 
dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan). 
Konsep yang dikenakan oleh syariat Islam tentang pertanggung jawaban 
anank yang belum dewasamerupakan konsep yang baik sekali meskipun telah 
lama namun tetap menyamai teori terbaru dikalangan hukum nasional.  
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Sedangkan menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan 
atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh 
karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang 
dilaluinya. 
Menurut hukum pidana Islam, para fuqaha menggunakan dua kaidah 
umum yang dapat keadaan bersalah. Dengan menerapkan keduanya, kita dapat 
mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak. Adapun kaidah tersebut yaitu: 
1. Apabila pelaku melakukan perbuatan yang mubah (tidak dilarang) atau 
menyangka bahwa perbuatan itu dibolehkan, kemudian perbuatan itu 
menimbulkan keadaan yang tidak dibolehkan, ia bertanggungjawab secara 
pidana, baik keadaan tersebut ditimbulkannya dengan langsung maupun 
tidak langsung. Bila ternyata pelaku sebenarnya dapat menghindarinya. 
Apabila ia benar-benar tidak mampu menghindarinya, tidak ada 
pertanggungjawaban pidana terhadapnya. 
2. Apabila perbuatan tidak diperbolehkan (dilarang), namun pelaku 
melakukannya, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa ada 
keadaan darurat dan apa yang ditimbulkan darinya menyebabkan pelaku 




Menurut A Hanafi yang disadur oleh Ahmad Wardi Muslich, pengertian 
pertanggungjaawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang 
dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan 
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Alie Yafie, dkk, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), h. 
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Ahmad Wardi Muhlich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 74. 
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Pertanggungjawaban pidana juga mengandung pengertian bahwa 
seseorang bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan 
telah diatur  oleh nas (syar’i). Bisa dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakn 
secara berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu 
dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Singkatnya 
dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal inilah 
yang menjadi konsepmengenai pertanggungjawaban pidana. 
Jadi tidak ada suatu jarimah, kecuali sudah ada penjelasannya, dan tidak 
ada hukuman kecuali sudah ada aturan yang mengikatnya. Sebagaimana firman 
Allah dalam QS Al-An’am/6: 164 
             
          
Terjemahnya: 
Katakanlah: "Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia 
adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa 
melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang 
yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada 




Berdasarkan ayat tersebut para fuqaha merumuskan sebuah kaidah yang 
berbunyi, sebelum ada ketentuan nas, tidak ada hukuman bagi perbuatan orang-
orang berakal. Dari kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan atau sikap 
tidak dipandangi sebagai jarimah, kecuali bila ada nas yang jelas melarang 
perbuatan tersebut. Apabila ada nas seperti itu, tidak ada tuntutan atau hukuman 
terhadap pelakunya. Jadi dari kedua kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman, kecuali dengan suatu nash. 
Di dalam fiqh jinayah, pertanggungjawaban didasarkan pada tiga prinsip, 
yaitu: 
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1. Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan 
yang diwajibkan. 
2. Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri. Artinya pelaku 
memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan 
perbuatan tersebut. 
3. Pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan.19 
Dengan adanya syarat tersebut terlihat bahwa yang dapat dibebani 
pertanggungjawaban pidana hanyalah orang dewas,mempunyai akal pikiran yang 
sehat, serta mempunyai kemauan sendiri. Apabila tidak, maka tidak ada 
pertanggungjawaban pidana padanya, sehingga dia punya akal pikiran yang bisa 
memahami dan mengetahui serta mempunyai pilihan terhadap apa yang 
dilakukannya. Dengan kata lain, dalama Islam bahwa pelaku tindak pidana yang 
dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah ia mukallaf, yaitu yang 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Orang yang tidak berakal 
bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang mempunyai pilihan. 
Demikian juga orang yang belum dewasa tidak bisa dijatuhi hukuman melihat 
kondisi mental dan sosialnya. 
Tingkat kedewasaan tidak bisa berpatokan pada batasan umur. Seorang 
anak karena perkembangan fisik dan mentalnya setiap anak berbeda-beda sesuai 
dengan kondisi lingkungan sosialnya. Berdasarkan hal ini syariat Islam tidak 
mengenal tempat (subjek) pertanggungjawaban pidana kecuali manusia hidup, 
mukallaf yang menikmati kebebasan memilih pada saat berbuat. 
Hukum yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana 
dimaksudkan untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, dengan 
kata lain sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat, karenanya besarnya 
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hukuman harus disesuaian dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat. Syariat 
Islam ada dengan tujuan yang begitu jelas danl luas, sehingga dengan adanya 
ketentuan tersebut akan menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup 
manusia. Dalam kehidupan manusia hal itu merupakan hal penting, sehingga tidak 
bisa dipisahkan. 
Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan 
dan ketidak tertiban dimana-mana.pada dasarnya pengertian pertanggungjawaban 
pidana dalam hukum nasional dan hukum Islam tidak jauh berbeda, hanya saja 
beberapa bentuk hukum nasional yang menegakkan pertanggungjawaban pidana 
diambil atas filsafat jabar (determinisme, fatalisme).
20
 Dalam hukum pidana Islam 
sendiri ada ketentuan-ketentuan khusus yang dapat menghapus 
pertanggungjawaban pidana bagi seseorang, salah satu faktornya karena pelaku 
adalah ana-anak. 
Adapun pandangan penyusun terkait pembahasan tersebut yaitu seorang 
anak yang melakukan jarimah pastinya juga akan menerima petanggungjawaban. 
Akan tetapi, ketentuan dalam Islam menyebutkan bahwa pertanggungjawaban 
yang akan dibebankan pada seorang anak berbeda-beda dengan beban 
pertanggungjawaban yang dibebankan kepada orang dewasa (mukallaf). 
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PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT HUKUM 
NASIONAL 
 
A. Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Nasional 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 1 dinyatakan bahwa 
perbuatan yang pelakunya dapat dihukum adalah perbuatan yang  sudah di 
sebutkan dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu di lakukan.
1
 
Istilah tindak pidana yang merupakan terjemahan dari kata “strafbaar feit” 
di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dulunya bernama “wetboek 
van Strafrect(WvS) tidak didapatkan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang di 
maksud dengan “strafbaar feit” itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan 
dengan kata delik,yang berasal dari bahasa latin yakni delictum. Dalam kamus 
besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: 
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”, namun harus 
memiliki atau memenuhi tiga hal yakni: 
1. Suatu perbuatan manusia 
2. Perbuatan itu dilarang dan di ancam hukuman 
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat di pidana. 
Stafbaar feit setidaknya memiliki 7 istilah yang biasanya menjadi makna 
dari kata stafbaar feit  antara lain sebagai berikut : 
a. Tindak pidana 
b. Peristiwa pidana 
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c. Delik 
d. Pelanggaran pidana 
e. Perbuatan yang boleh dihukum  
f. Perbuatan pidana .2 
Sulitnya memberikan pengertian terhadap strafbaarfeit, membuat para ahli 
mencoba untuk memberikan defenisi tersendiri dari sudut pandang mereka yang 
menimbulkan banyaknya ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah 
strafbaarfeit. 
Pendapat para ahli mengenai tindak pidana ini berbeda-beda, berkaitan 
dengan pandangan yang mereka anut, yaitu pandangan dualistis dan pandangan 
monistis. Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti tercermin 
dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya, menampakkan bahwa beliau 
memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang 
memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan sering disebut 
pandangan dualistis, juga dianut oleh banyak ahli, misalnya Moeljatno, Pompe, 
Vos, R. Tresna. 
Moeljatno dalam memberikan defenisi tentang strafbaarfeit, menggunakan 
istilah perbuatan pidana. Beliau memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai 
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disetrai 
dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut”.3 
Menurut Moeljatno yang menganut pandangan dualistis, unsur-unsur 
tindak pidana adalah:  
1. Perbuatan (manusia) 
2. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (formil) 
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3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).4 
Sedangkan menurut Pompe, yang merumuskan bahwa suatu strafbaar feit 
itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu 
rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 
dihukum”. 
Vos merumuskan bahwa strafbaar feit adalah “suatu kelakuan manusia 
yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”. 
R. Tresna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau 
memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik 
suatu definisi yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu 
perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-
Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana 
diadakan tindakan penghukuman”. 
Pandangan monoistis adalah pandangan yang tidak memisahkan antara 
unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada banyak ahli hukum yang berpandangan 
seperti ini dalam pendekatan terhadap tindak pidana, antara lain JE. Jonkers, 
Wirjono Prodjodikoro, HJ. van Schravendijk, Simons dan lain-lain. 
JE. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan 
hukum (wedwerrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan 
yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. 
Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah “suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. 
HJ. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah 
“kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga 
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kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena 
itu dapat dipersalahkan”.5 
Simons, merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar 
hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat 
dihukum. 
Simons sebagai penganut pandangan monistis mengemukakan unsur-unsur 
stafbaar feit adalah sebagai berikut:  
1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat) 
2. Diancam dengan pidana 
3. Melawan hukum 
4. Dilakukan dengan kesalahan 
5. Oleh orang yang bertanggungjawab. 
Aliran dualistis memandang dari sudut abstrak bahwa di dalam 
memberikan isi pengertian tindak pidana tidak dengan demikian, lalu dibayangkan 
adanya orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada 
perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifatnya dilarang 
itu telah dilakukan/terjadi (konkret), baru melihat pada orangnya jika orang itu 
mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga perbuatan itu dapat 
dipersalahkan kepadanya. Dengan demikian, kepadanya dijatuhi pidana.
6
 
Sementara itu, aliran monistis memandang sebaliknya (konkret), yaitu 
strafbaar feit tidak dapat dipisahkan dengan orangnya, selalu dibayangkan bahwa 
dalam strafbaar feit selalu adanya si pembuat (orangnya) yang dipidana. Oleh 
karena itu, unsur-unsur mengenai diri orangnya tidak dipisah dengan unsur 
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mengenai perbuatan. Semuanya menjadi unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana 
(pada perbuatan) dengan syarat dipidana (pada orang) tidak dipisah sebagaimana 
menurut paham dualistis. 
Van Hamel juga memberikan definisi bahwa perbuatan pidana adalah: 
kelakuan orang (menselijke geadraging) yang dirumuskan dalam weti, yang 




Komariah E. Sapardjaja  mengakatan bahwa tindak pidana adalah suatu 
perbuatan manusia yang memenuhi unsur delik, melawan hukum dan pembuat 
bersalah melakukan perbuatan itu.
8
 
Definisi secara teoritis tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap 
perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun hukum, wajib untuk 
dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat 
tetap dapat terjaga. Menurut defenisi teori tersebut, agar seseorang dapat dihukum 
maka dalam perbuatan tersebut harus mengandung unsur melawan hukum dan 
unsur kesalahan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. 
Dari berbagai istilah tindak pidana tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah yang asing bagi masyarakat 
Indonesia dan istilah tindak pidana telah banyak digunakan diberbagai peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
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2. Pengertian Perzinahan  
Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya menyatakan 
bahwa “perzinahan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat 
kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat 
kelamin laki-laki masuk dalam alat kelamin perempuan yang kemudian 
mengeluarkan mani”.9 
Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia modern kata bersetubuh artinya 
adalah berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, 
hubungan sepasang manusia)”.10 
Perzinahan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah 
tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang 
lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau 
menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada 
pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.
11
 
3. Pengertian Anak 
Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45 
disebutkan bahwa ”Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum 
dewasa karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat 
menentukan, memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang 
tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman 
atau memerintahkan supaya si tersalah supaya diserahkan kepada pemerintah 
dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian 
kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 
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492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan 
itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang 
menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; 
atau menghukum anak yang bersalah itu.”12 
Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa anak sebagai pelaku tindak 
pidana dapat dikenai pidana adalah seseorang sebelum umur enam belas tahun. 
Namun dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak 
disebutkan bahwa” Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) 
tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan sebutan anak nakal. 
Sebagaimana kutipan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi: 
1) Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 
belum pernah kawin. 
2) Anak nakal adalah: 
a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau 
b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik 
menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum 
lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
13
 
Dengan diundangkannya Undang-undang ini, maka Pasal 45 KUHP tidak 
berlaku lagi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-undang nomor 3 tahun 
1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi ”pada saat mulai berlakunya Undang-
undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.” 
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Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 
1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak  
dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat 
diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki 




Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak adalah:”seseorang yang belum mencapai 
21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Sedangkan dalam hukum 
perdata dijelaskan dalam Pasal 370 Bab Kelima Belas Bagian kesatu tentang 
Kebelumdewasaan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi lengkap 
pasalnya adalah sebagai berikut: ”Belum dewasa adalah mereka yang belum 
mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”. Jadi anak adalah 
setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya 
seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal 
mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai 
orang yang telah dewasa bukan anak-anak. pengertian anak menurut ketentuan 
Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai dua syarat, yaitu :  
1. Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud 
belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum 
pernah kawin. Jika seorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, 
maka ia dianggap sudah dewasa. 
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Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, 
karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan 
kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-
anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak 
yang dapat dihukum. Di negara Inggris batas usia anak yang dapat dihukum bila 
telah mencapai usia 8 tahun, di Denmark 15 tahun yang berarti di atas umur 
tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang 




Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan 
tergolong anak, ternyata banyak Undang-undang yang tidak seragam batasannya, 
karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-undang 
itu sendiri. Dalam Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak, yang disebut anak sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan 
belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
17
 Kemudian dalam Undang-undang RI No. 
1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa membatasi usia anak di bawah 
kekuasaan orang tua dan di bawah perwalian sebelum mencapai umur 18 tahun 
(Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)).
18
 Dalam Undang-undang Pemilihan 
Umum yang dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 tahun (Pasal 9 ayat 
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Anonim, Undang-undang  RI Kesejahteraan Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 52. 
18





 Sedangkan dalam Undang-undang Peradilan Anak ditentukan batas 
minimal dan maksimal usia anak nakal yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun dan 
maksimal umur 21 tahun serta belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) dan (2).
20
 
Tentang pengertian anak, selain menurut batasan umur, anak digolongkan 
berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu: 
1. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan 
perkawinan yang sah. 
2. Anak tiri adalah anak yang bukan terlahir dari kedua orang tua yang sama 
misalnya si istri tergolong janda dan ia membawa anak dari suami 
pertama, atau sebaliknya si pria adalah duda yang membawa anak dari istri 
pertama. Kedudukan anak seperti demikian pada umumnya tidak sama di 
mata kedua orang tua, baik dalam curahan kasih sayang maupun dalam 
berbagi harta warisan dikemudian hari. 
3. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang 
bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak 
tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan 
putusan atau penetapan pengadilan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan 
dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
4. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk 
diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan 
kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu 
menjamin tumbuh kembang secara wajar. Hal ini sebagaimana disebutkan 
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S. Sapto Aji, Undang-undang RI. No. 1 Tahun 1995 tentang Pemilihan Umum (Cet. III; 
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B. Unsur-unsur tindak pidana 
Dalam merumuskan suatu hal atau suatu tindakan yang ditujukan untuk 
meyakinkan bahwa perbuatan tersebut adalah suatu tindakan yang melanggar 
hukum atau suatu tindak pidana, tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat satu 
sudut pandang namun suatu tindakan dapat dirumuskan sebagai suatu tindak 
pidana jika memiliki dua unsur yakni: 
1. Unsur Objektif 
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku.unsur-unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana 
tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan, terdiri dari : 
a. Sifat melanggar hukum 
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam 
kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus 
dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP  
c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 
suatu kenyataan sebagai akibat.
22
 
2. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si 
pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalam segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hati si pelaku. 
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Anonim, Undang-undang RI Pokok Perkawinan (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 
h. 39. 
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Komariah E.Sapardjaja dalam Chairul Huda, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju 
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Unsur ini terdiri atas: 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) 
KUHP. 
c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, 
penipuan, pemerasan dan sebagainya. 
d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 
KUHP, yaitu pembunuhan yang di dahului dengan perencanaan. 
e. Perasaan takut seperti yang terdapat didalam Pasal 308 KUHP.23 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiria (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 
karenanya.
24
 Terdapat berbagai macam rumusan tentang unsur-unsur tindak 
pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. 
R.Tresna, merumuskan tindak pidana harus memiliki lima unsur, yaitu: 
1. Harus ada perbuatan manusia 
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan 
hukum. 
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya 
harus dapat dipertanggungjawabkan. 
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum 
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Tidak berbeda jauh dengan  difinisi yang dikemukakan oleh R. Tresna,   
Lamintang yang merumuskan perbuatan harus memiliki tiga unsur untuk bisa 
disebut sebagai suatu tindak pidana yakni : 
1. Wederrechtjk (melanggar hukum) 
2. Aan schuld te witjen (telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak 
sengaja) dan 
3. Strafbaar (dapat dihukum)26 
Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat 
melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah memiliki unsur : 
1.  handeling (perbuatan manusia) 
2. strafbaar gesteld (di ancam dengan pidana) 
3. Toerekingsvatbaar (dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab 
atas perbuatannya) dan, 
4. Schuld (terjadi kesalahan)27 
Sementara itu, kombinasai trio Schaffmeiser, Keijzer, dan Sutoris 
merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat 
dalam defenisinya sendiri, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang 
termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat 
di cela. Sehingga perbuatan pidana harus mengandung unsur : 
1. Handeling (perbuatan manusia) 
2. Wederrejchtjek (melanggar hukum) 
3. Termasuk dalam rumusan delik 
4.  Dapat di cela.28  
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Dari uraian tersebut penyusun memberikan pandangan bahwa tindak 
pidana perzinahan merupakan suatu perbuatan yang boleh dihukum karena 
diakibatkan kelakuan orang yang bertentangan dengan hukum sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Maka dari itu seseorang dapat dihukum 
dalam perbuatan tersebut karena melawan hukum dan unsur kesalahan baik 
dengan sengaja maupun tidak disengaja. 
 
C. Batas Usia Anak Dalam Hukum Nasional 
 Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan 
tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan 
kemampuan nusa dan bangsa. Untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak 
anak, batasan tentang usia anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan 
kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata 
untukmempersiapan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi 
segala tantangan dunia. Dalam hal ini pengaturan tentang batasan usia seorang 
anak dapat dilihat pada: 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), pasal 330 ayat 1 memuat 
batas antara belum dewasa (minderjarigheid) dengan telah dewasa 
(meerderjarigheid) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin 
sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (venia aetetis, passal 419 
KUHPerdata). Pasal ini senada dengan pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 4 
tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP tidak merumuskan 
secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai dalam pasal 
45 dan 72 yang memakai batasan usia 16 tahun. 
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3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana, undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur 
tentang pengertian anak, namun dalam pasal 153 ayat (5) memberi 
wewenang kepada hakim untuk melarang anak yg belum mencapai usia 17 
tahun untuk menghadiri sidang. 
4. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan 
ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 
1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 
(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 
5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, 
menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) maka anak adalah seseorang belum 
mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang lembaga 
pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 huruf a,b,dan c. 
Bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak 
sipil untuk dapat dididik di lembaga pemasyarakatan anak adalah paling 
tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 
7. Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, 
dalam pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang 
berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi 
kepentingannya. 
8. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlndungan anak, 
dalam pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. 
47 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan 
anak bagi anak yang mempunyai masalah menurut ketentuan ini, anak 




Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan 
pertanggungjawaban pidana, telah diatur secara eksplisisit setelah pada 19 
Desember 1996, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan 
rancangan undang-undang yang kemudian di undangkan pada 3 Januari 1997 dan 
mulai berlaku pada 3 Januari 1998 (Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997). 
Dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, 
pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak 
nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pembentukan undang-undang 
telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak 
di bawah umur, sehinggah berhakmendapat keringanan hukuman demi 




D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perzinahan 
1. Tindak pidana perzinahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Tinndak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan tidak ada yang masuk 
pada jenis pelanggaran, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang 
dimaksudkan ini memuat dalam lima pasal, yakni: 284 (perzinahan), 285 
(pemerkosaan bersetubuh), 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya 
yang dalam keadaan pingsan), 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum 
                                                             
29
Nasriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada 2012), h. 6. 
30
Wigiati Soetotjo, hukum pidana anak, (Bandung: Refika Aditama 2006), h. 26. 
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berumur 15 tahun yang bukan istrinya), dalam pasal 288 (bersetubuh dalam 




Kejahatan perkosaan dalam hal perszinahan dimuat dalam pasal 285 yang 
rumusannya adalah “Barang siapa denagn kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang perempuan berzina dengan dia diluar perkawinan, diancam 
karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun”.32  
Pengertian perbuatan memaksaan (dwingen) adalah perbuatan yang 
ditujukan kepada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang 
bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima 
kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. 
Untuk yang pertama terdapat pada memaksaan menurut pasal 285, yakni 
bersetubuh dengan dia, atau bersedia disetubuhi. Demikian juga memaksa pada 
pasal 289 dalam hal membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
33
 
Perzinahan menurut Pasal 287 yang rumusannya sebagai berikut:  
a. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, 
padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 
lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya 
untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun 
b. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan 
itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan 
pasal 291 dan 294.
34
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Persetubuhan menurut pasal 287 ini sama dengan persetubuhan menurut 
pasal 284. Dalam hal ini ada dua kemungkinan. Apabila didasarkan pada 
dibentuknya kejahatan pasal 287, yang dimaksud member perlindungan terhadap 
kepentingan hokum anak perempuan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar 
kesusilaan, maka tidak rasional dan tidak adil jika dia dipidana. Akan tetapi, 
apabila didasarkan pada perbuatan persetubuhan itu dilakukan suka sama senang 
padahal laki-laki itu telah beristri, dan pasal 27 BW berlaku bagi laki-laki 
tersebut, dan tentang keadaan ini telah diketahui oleh perempuan pasangannya 
bersetubuh itu, dia dapat pula dijatuhi pidana. 
Perbuatan perempuan yang belum berumur lima belas tahun itu, sesuai 
Pasal 284, tetap merupakan turut berzina. Namun, terhadapnya tidak boleh 
dipidana karena dengan berdasarkan pasal 287 ini perbuatannya itu kehilangan 
sifat melawan hukumnya perbuatan.
35
 
2. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak 
Tindak pidana yang dimaksudkan di atas, dirumuskan dalam Pasal 81 
sebagai berikut : 
a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 
(enam puluh juta rupiah). 
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b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 





E. Pertimbangan  dalam Menjatuhkan Pidana 
1. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana 
Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana 
umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana 
umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak 
pidana, baik yang ada dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar pemberatan pidana khusus ialah 
dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk 
tindak pidana yang lain. 
Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan 
diperberatnya pidana umum, ialah : 
a. Dasar pemberatan karena jabatan 
Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam pasal 52 KUHP yang 
rumusan lengkapnya adalah: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan 
tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada 
waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana 
yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidana dapat ditambah sepertiga” 
Dasar pemberat pidana tersebut dalam pasal 52 ini adalah terletak pada 
keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 
4 hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan : 
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1) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya 
2) Memakai kekuasaan jabatannya 
3) Menggunakan kesempatan karena jabatannya 
4) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya. 
b. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan. 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan dirumuskan dalam pasal 52 a, KUHP yang berbunyi lengkapnya 
adalah: “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah 
sepertiga”. 
Dalam pasal 52a ini tidak ditentukan tentang bagaimana cara dalam 
menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan kejahatan itu, oleh 
sebab itu dapat dengan menggunakan cara apa pun, yang penting kejahatan itu 
terwujud. 
c. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (Recidive) 
Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut : 
1) Menyebutkan dengan mengelompokkan tindakan-tidakan pidana tertentu 
dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Tindak 
pidana tertentu yang disebutkan dalam pasal 486, 487, 488 KUHP; dan 
2) Di luar kelompok kejahatan dalam pasal 386, 387 dan 388 KUHP. 
2. Dasar-dasar diperingannya pidana 
a. Menurut KUHP: Belum Berumur 16 Tahun 
Tentang hal yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam 
Pasal 45, 46 dan 47. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 
1997 tentang Peradilan Anak (diundangkan tanggal 3 Januari 1997 dan berlaku 
sejak tanggal 3 Januari 1998), ketiga pasal itu telah tidak berlaku lagi (Pasal 67). 
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b. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997: Anak yang Umurnya Telah 
Mencapai 8 Tahun Tetapi Belum 18 Tahun dan Belum Pernah kawin 
Dasar peringangan pidana umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut 
anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) 
tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak yang diduga telah melakukan 
tindak pidana dan belum berumur 8 (delapan) tahun tidak dapat diajukan 
kepengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan (pasal5), dan dalam hal ini 
terdapat dua kemungkinan, ialah : 
1) Jika penyidik berpendapat anak itu masih dapat dibina oleh orang tua, wali 
atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan kembali anak itu 
kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. 
2) Jika penyidik berpendapat anak itu tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, 
wali atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan anak itu kepada 
departemen social setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing 
kemasyarakatan. 
Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal yang melakukan tindak 
pidana ialah pidana pokok dan pidana tambahan (23 ayat 1) pidana pokoknya ada 
4 macam (23 ayat 2), ialah: 
1) Pidana penjara 
2) Pidana kurungan 
3) Pidana denda 
4) Pidana pengawasan 
Sedangkan pidana tambahan bagi Anak Nakal (23 ayat 3) ialah: 
1) Pidana perampasan barang-barang tertentu 
2) Pembayaran ganti rugi 
Sedangkan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah: 
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1) Mengembalikannya kepada orang tua, wali atau orang tua asuh 
2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerja 
3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan 
latihan kerja (24 ayat 1). 
c. Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan 
Pada kenyataannya menurut undang-undang kepada si pembuat yang gagal 
atau tidak selesai dalam melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang 
membantu orang lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi 
sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. Berarti disini 
ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan pembuat kejahatan selesai atau 
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BAB IV 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSZINAHAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR 
 
A. Batas Usia Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum 
Nasional  
Batasan usia seorang anak tidak didasarkan pada ketentuan usia, tetapi 
sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah (akil baliq) baik bagi anak pria maupun 
anak wanita. Sehingga seorang anak yang sudah  akil baliq jika melakukan suatu 
perbuatan kejahatan anak dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan dan 
unsur moral (al-Rukn al-Adabi).
1
 
Dalam hal pemidanaan anak ada batasan usia minimal anak tersebut dapat 
dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal 
sebagai wujd kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut 
beralih status menjadi dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat 
bertanggungjawab secara madiri terhadap perbuatan dan tindakan yang dilakukan 
oleh anak tersebut. 
Menurut hukum pidana Islam, batas usia minimum tidak dapat dijelaskan 
secara pasti, disamping banyaknya problem pendapat diantara ulama terhadap 
batas usia anak. Adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqh 
mengenai batas usia anak yang dikenakan pemidanaan, dapat dijadikan sebuah 
rujukan dalam menetapkan sanksi pemidanaan terhadap anak. 
Penetapan umur dianggap penting, karena baik dalam hukum nasional 
maupun hukum Islam, umur dijadikan sebagai acuan bagi hakim dalam 
menemukan sanksi yang akan dibebankan pada seorang anak tersebut, seperti 
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halnya dalam hukum pidana islam, ketentuan adanya pidana dibebankan terhadap 
orang yang telah dibebani kewajiban hukum (mukallaf), dan bukan orang yang 
belum mengerti dan paham akan hukum
2
. 
Para ulama bersepakat bahwa seorang anak laki-laki bila telah mimpi 
(ihtilam) maka anak tersebut dipandang telah baligh, begitu juga anak perempuan 
yang telah haid, maka ia pun juga telah dianggap baligh. Kriteria baligh 
merupakan batasan bagi seseorang dianggap dewasa dan mampu berfikir secara 
sempurna. Sehingga dengan acuan baligh tersebut, bagi islam, jelas menjadi 
ambang batas untuk menerima kewajiban bagi seorang muslim untuk memikul 
sendiri tanggungjawabnya dan menjadi penanda bagi seseorang lepas dari 
predikat seseorang dinamakan anak. Hal tersebut sesuai  dengan firman Allah 
dalam QS An-Nur/24: 59 
                     
       
Terjemahnya: 
Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig, Maka hendaklah 
mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta 
izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha 




Namun disuatu sisi ikhtilaf (perbedaan) pandangan diantara para ulama 
dalam penentuan batas umur dimana seorang anak dianggap baligh tersebut. 
Dalam tulisan Ihsan Badroni dikemukakan ada beberapa pendapat tentang batas 
umur tersebut, yaitu: 
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1. Mazhab Hanafih 
Mereka berpendapat bahwasanya  seorang anak laki-laki tidak dipandang 
baligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Hal ini didasarkan pada firman 
Allah dalam QS Al-An’am/6:152 
                    
                
       
Terjemahnya:  
Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 
lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran 
dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada 
sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, 
Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), 
dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah 
kepadamu agar kamu ingat.
4
 
Kedewasaan anak laki-laki sebagaimna yang diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan 
kesadarannya adalah lebih cepat. Oleh sebab itu usia awal kedewasaannya 
dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 
tahun. 
2. Mazhab Syafi’i dan Hambali 
Keduanya berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan 
apa bila telah sempurna 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam 
dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya 
dinyatakan telah baligh. Mereka juga berhujjah dengan apa yang 
diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada  Nabi 
Muhammad saw pada perang uhud sedang ia ketika itu baru berusia 14 
tahun, kemudian nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. 
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Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak 
yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan diperkenankan oleh Nabi 
ikut dalam perang khandak. 
3. Mazhab Maliki 
Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki adalah 18 tahun 
sebagaimana yang dikemukakan oleh abu Hanifa. Bahwa orang tersebut 
harus mempunyai ahliyah (kecakapan) untuk melaksanakan ketentuan 
hukum kepadanya. Dan usia 18 tahun merupakan pedoman dimana anak 
dianggap mampu dan memiliki kecakapan tersebut. 
Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan 
istilah mumayyiz yaitu anak yang telah mengerti maksud dari kata-kata yang 
diucapkannya. Biasnya usia usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 
7 tahun maka belum dikatakan mumayyiz. Hukum anak mumayyiz itu tetap 
berlaku sampai anak itu dewasa. Seseorang yang dianggap telah cukup umur itu 
muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi 
laki-laki berusia 12 tahun sedangkan perempuan 9 tahun.
5
 
Kemudian kalau sudah dalam masa cukup umur tersebut bagi laki-laki 12 
tahun da 9 tahun bagi perempuan, namum belum tampak tanda-tanda bahwa ia 
sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun. 
Ketika ada yang menentukan batas usia dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan bagi 
perempuan 17 tahun, para ulama tersebut memiliki alasan sesuai pendapat Ibnu 
Abbas bahwa usia 18 tahun dianggap dewasa karena telah matang dari segi 
kematangan fisik dan psikis seorang anak. 
Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh tersebut hanyalah standar 
relatif dalam penetapan beberapa umur seorang anak yang bisa dianggap dewasa. 
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Bahwasanya seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki kemampuan 
sehingga anak mencapai usia mumayyiz (ulama bersepakat usia mumayyiz anak 
adalah 7 tahun), hanya saja akal dan bakatnya masih tetap muda, belum kuat 
untuk menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, walaupun melakukannya 
dengan sengaja. Kemampuan menilai itu baru diperoleh seseorang setelah ia 
dewasa, yait setelah akalnya cukup memiliki kebijaksanaan dan pandangan yang 
jauh kedepan. 
Dalam menetapkan batas usia dewasa, perundang-undangan yang ada saat 
ini juga berbeda-beda. Jadi tidak hanya dalam Islam, dalam hukum nasional pun 
terjadi perbedaan mengenai batas umur seorang anak dianggap dewasa. Dalam 
hukum Islam dan hukum nasional sendiri terdapat perbedaan dalam penentuan 
berapakah usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban ketika si anak 
melakukan jarimah. Ketentuan-ketentuan terhadap usia minimum bagi anak dalam 
hukum nasional memiliki perbedaan-perbedaan antara instrumen hukum yang satu 
dengan instrumen hukum yang lain. Hal ini yang kemudian terbawa dalam 
masalah penanganan pemidanaan terhadap anak yang acapkali disalahgunakan 
oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali aparat penegak hukum justru 
melakukan kekerasan terhadap anak, baik dalam proses penangkapan,pemeriksaan 
dan penjatuhan putusannya. 
Dengan demikian, berlaku atas dirinya hukum taklif sebagaimana 
lazimnya seseorang yang sudah balig berakal, kecuali jika ada hal-hal yang 
menjadi penghalangnya, seperti idiot dan lain-lain keadaan yang menunjukkan 
ketidaknormalan akal pikirannya. 
Pada prinsipnya, kriteria anak-anak dalam perkara pidana menurut hukum 
pidana nasional dan hukum pidana Islam mempunyai kesamaan, yang mana sama-
sama memberikan batasan atas kategori usia/umur anak yang ideal yang dapat 
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diberikan sanksi terhadap perbuatannya, yang membedakannya adalah, aturan 
Undang-undang yang ditetapkan mengenai batasan kriteria anak oleh hukum 
pidana Positif adalah undang-undang (hukum) produk manusia. Sedangkan aturan 
yang ditetapkan mengenai batasan kriteria anak oleh hukum pidana Islam adalah 
hukum yang bersumber dari al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ (kesepakatan para 
Ulama) 
Melihat UU peradilan anak, yang dimaksud dengan anak dalam perkara 
anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin sebagaimana 
dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 3 tahun 1997. 
 Adapun dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 
18 (delapan bealas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam 
rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat 
perlindungan tidk memiliki batasan minimal umur. Dari anak masih dalam 
kandungan, sampai ia berhak mendpatkan perlindungan.  
Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang No. 4 tahun 1979 teentang 
kesejahteraan anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai 
usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 
Apabila dijabarkan secara detail dan terperinci maka akan didapatkan dan 
ditemui beberapa batas umur seorang anak dari hukum nasional yang ada di 
Indonesia tentang sesorang yang disebut anak tersebut. 
1. UU No. 23 tahun 2002 tentang perlndungan anak, anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
(pasal 1 ayat 1) 
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2. UU No.  39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, anak adalah setiap 
manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk 
anak yang masih dalam kandungan apabila  hal tersebut adalah demi 
kepantingannya (pasal 1 ayat 5) 
3. Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata, anak adalah mereka yang belum 
mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin (pasal 370) 
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak adalah yang berumur 
di bawah 16 tahun (pasal 45 dan 72). Dalam KUHP juga terdapat batasan 
umur yang lain bagi seorang anak, yakni pasal 283 ayat 1 (batasan umur 
17 tahun), kemudian pasal 287 ayat 1 serta pasal 290 ayat 2 dan 3 (batasan 
umur 15 tahun) 
5. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yaitu anak 
adalah sesorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah 
kawin (pasal 1 ayat 1) 
6.  Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), batasan umur anak disidang pengadilan yang 
boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan umur di bawah 15 tahun dan 
belum pernah kawin (pasal 171) dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat 
menentukan anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak 
diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat 5) 
Batasan umur merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perkara 
pidana anak, karena hal tersebut digunakan untuk mengetahui seseorang yang 
diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengenai 
batasan umur anak, terjadi kebaragaman diberbagai negara yang mengatur usia 
anak yang dapat dihukum. Di Swis batas usia anak yang dapat dihukum bila telah 
mencapai usia 6 tahun. Di Inggris 8 tahun, di Jerman 14 tahun sehinggs dikenal 
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dengan istilah can be guilty if any offence yang berarti di atas umur tersebut relatif 
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa yang 
mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana  yang bersifat hukuman. 
Dalam KUHP ditegaskan bahwa, seorang dapat dipertanggungjawabkan 
atas perbuatannya disyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus 
mengetahui perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan anak 
dalam hal ini memiliki usia tertentu dimana dia mampu dikategorikan orng 
dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berfikir yang normal akibat dari 
perkembangan jiwa yang normal, pribadi yang dewasa, menampakkan 
tanggungjawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan 
yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa. 
Namun kalau mengacu pada pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang 
dapat diajukan kesidang pengadilan adalah jika anak tersebu telah mencapai usia 
16 tahun. Tetapi kalau melihat undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang peradilan 
anak pasal 4, hukuman atau sanksi pidana disitu sangatlah berbeda. Ketentuan 
pasal tersebut berbunyi: 
1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah 
sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin 
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak 
yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi diajukan ke sidang anak. 
Memang dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata 
dewasa dan kata anak cukup menjadi problem yang rumit. Klasifikasi umur akan 
menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman seta dapat tidaknya suatu 
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tindak pidana di pertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. 
Secara umum klasifikasi yang ingin di tonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini  
(pertanggungjawaban) adalah kedewasaan. Walaupun kedewasaan seseorang 
dengan orang lain tidak dapat disamakan, namun dalam klasifikasi ini akan selalu 
sama untuk lapangan tertentu. Hal ini karena akan menyangkut titik akhir yang 
ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara keadilan yang 
sebenarnya. 
Dengan adanya ketentuan yang berbeda-beda dalam setiap instrumen 
perundangan mengenai batas umur anak yang dapat dimintakan 
pertanggungjawaban . tentunya hal ini akan menjadi kekacauan hukum, sehingga 
dikhawatirkan justru akan memberikan dampak negatif bagi seorang anak. Hal 
semacam ini telah tampak dari berbagai permasaalahan yang muncul dalam proses 
penanganan anak nakal, sehingga banyak kalangan menilai bahwa aparat penegak 
hukum dianggap telah merampas masa depan anak-anak tersebut. 
Demi meminimalisir kejadian dan ketidak sepahaman dalam menafsirkan 
perundangan yang ada, maka Mahkama Konstitusi memutuskan terkait beberapa 
pasal  yang dianggap menjadi polemik di dalam UU RI No. 3 tahun 1997 tentang 
pengadilan anak. Salah satu dari tiga poin yang menjadi putusan MK adalah 
mengenai masalah umur anak yang dapat di ajukan ke persidangan. Adapun 
putusan MK  mengenai batas usia anak yaitu orang yang telah mencapai umur 8 
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum 
pernah kawin. Sehingga begitu jelas, bahwa usia anak yang menjadi poin penting 
dalam sebuah penegakan hukum karena berkaitan dengan konsekuensi yang akan 




B. Pertimbangan dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana bagi Anak Menurut 
Hukum Islam dan Hukum Nasional 
 Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Ia 
lahir dalam pergaulan dan perkembangan ditengah masyarakat serta berperan di 
dalam hubungan antara individu dan kelompok, norma yang bernama hukum 
memiliki ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma sosial lainnya, 
yaituhukum memiliki daya paksa yang harus dipatuhi dan ditaati. Daya paksa 
itulah yang dikenal dengan sanksi. 
Hal ini mengingat kondisi anak yang jauh lebih rentan (masih labil) 
dibanding dengan kondisi orang dewasa. Sanksi atau hukuman terhadap anak 
yang melakukan tindak pidana, memang sudah seharusnya dibebenkan dengan 
sanksi tindak pidana terhadap orang dewasa. Dalam hukum pidana Islam 
disebutkan bahwa, ketentuan adanya pidana ditunjukan terhadap yang telah 
dibebani kewajiban hukum (mukallaf) dan bukan orang yang belum mengerti dan 
paham akan hukum (anak-anak). 
Hukuman had, seperti potong tangan bagi pencuri, hukuman mati bagi 
orang yang membunuh dalam hukum pidana Islam tidak dikenakan kepada 
seorang anak karena kejahatan yang dilakukannya. Ini dikarenakan tidak ada 
beban tanggungjaawab hukum atas seorang anak pada usia berapa pun sampai dia 
mencapai usia baligh (dewasa). Qadhi hanya berhak untuk menegur kesalahannya 
atau menetapkan pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dari 
membuat kesalahan dimasa yang akan datang. 
Pemidanaan yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana 
sudah dijelaskan secara detail dalam hukum pidana Islam. Hukuman terhadap 
anak dalam hukum pidana Islam merupakan bagian dari peringatan dan proses 
pendisiplinan terhadap anak tersebut. 
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Oleh karena, itu tujuan diaadakannya hukuman bagi anak dalam hukum 
pidana Islam adalah hukuman untuk mendidik murni (ta’dibiyyah khalisah), jadi 
bukan hukuman pidana. Sedangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan sanksi 
dalam hukum nasional Indonesia adalah untuk pembalasan (revenge), 
penghapusan dosa (explation), menjerakan (deferent), perlindungan terhadap 
umum, (protection of the public) dan memperbaiki sifat si pelaku. 
 Pandangan hukum Islam terhadap perzinahan yang dilakukan oleh anak 
dibawa umur tidak dapat dibebankan kepada anak yang berzina karena 
berdassarkan sabda Nabi Muhammad saw, 
Artinya: 
Muhammad bin Yahya Al Qutha'i Al Bashri menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Umar menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami dari Qatadah, dari Hasan Al Bashri, dari Ali, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, "Qalam (pena) diangkat dari tiga orang 
(maksudnya, mereka tidak dibebani hukum): orang yang tidur hingga dia 
terjaga, anak kecil hingga ia dewasa (baligh) dan orang gila hingga ia 
sadar.
6 
bahwa hukum tidak dapat dibebankan kepada tiga orang yaitu: 
1. Orang tidur sehingga ia bangun  
2. Anak kecil sehingga ia dewasa 
3. Orang gila sehingga ia sadar 
 
 
                                                             
6
Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim (Kampung Sunnah: 
Pustaka Ebook Ahlusunnah, 2009), h. 1034. 
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5. Belum pernah dan menjauhi zina.7 
Ini menyatakan bahwa anak di bawah umur tidak dapat dikenakan 
hukuman tindak pidana dalam hukum Islam karena ada syarat pengkategorian 
orang melakukan zina yakni syarat berakal yang harus ada pada maqdsuf adalah 
syarat dewasa. Sebagai konsekuensi syarat dewasa, pihak yang menuduh zina 
tidak dapat dijatuhi hukuman apabila yang melakukan anak kecil yang belum 
dewasa. 
Baligh tidak hanya menyebabkan perubahan fisik atau psikis. Tapi juga 
berpengaruh pada kewajiban memenuhi seruan Allah.  Mulai saat itu, seorang 
anak dikatakan telah dewasa.  Dia berkewajiban terikat dengan hukum syara’.  
 Menurut Hj.Huzaemah T.Yanggo dalam bukunya Fiqh Anak, dia telah 
memiliki kelayakan mendapat tugas ( ahliyat al-wujub), serta kelayakan dan 
kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas secara sempurna (ahliyat al-
‘ada).8 Jika dia mentaati aturan, maka dia akan memperoleh pahala, dan 
sebaliknya jika melanggar aturan syariat, maka akan kena sanksi.  Semua yang 
dilakukan akan dipertanggung jawabkan sendiri.  Tidak bisa dilimpahkan atau 
digantikan oleh orang lain. 
Syariat Islam memiliki kesamaan dengan hukum nasional dalam 
menetapkan jarimah yaitu dari segi tujuannya. Baik hukum pidana Islam maupun 
                                                             
7
Nurul Irfan Fiqih Jinayah, (Cet. 1, Ed. 1, Jakarta 2013), h. 35. 
8
Huzaemah T.Yanggo, Fiqh Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),  h. 176. 
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hukum nasional keduanya sama-sama bertujuan untuk menjaga dan memelihara 
kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidup 
manusia. Meskipun demikian terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya, 
karena sifat dan karakteristik keduanya jauh berbeda. Karena perbedaan sifat dan 




Selain itu, pemberian sanksi bagi anak tidak dapat begitu saja dipisahkan 
dari perbedaan masa dan umur yang ada pada anak itu sendiri. Sebab, sanksi yang 
akan diterima oleh sang anak akan berbeda-beda sesuai dengan masa yang ada 
pada dirinya. Karena itulah, sanksi yang akan diterima oleh anak berkaitan erat 
dengan berapa umur anak tersebut ketika malakukan jarimah. Sehinggah tiap umr  
yang ada pada anak tersebut, mempunyai implementasi baginya. 
Jelas disebutkan dalam hukum pidana Islam, anak kecil bukan orang yang 
pantas menerima hukuman. Hukum pidana Islam tidak menentukan jenis 
hukuman untuk mendidik anak yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum 
pidana Islam memberikan hak kepada waly al-amr (penguasa) untuk menentuka 
hukuman yang sesuai dengan pandangannya. Para fuqaha menerima hukuman 
sebagai bagian dari hukman untuk mendidik. 
Pemberian hak kepada penguasa (hakim) untuk menentukan hukuman agar 
ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil disetiap tempat dan waktu. 
Dalam hal hukuman ini penguasa berhak menjatuhkan sanksi berupa:  
1. Memukul si anak 
2. Menegur atau mencelanya 
3. Menyerahkan kepada waliy al-amr atau orang lain 
4. Meneruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal 
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Huzaemah T.Yanggo, Fiqh Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),  h. 177. 
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5. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus. 
Di dalam tatanan keluarga pun, sebagai seorang ayah atau ibu (orang tua) 
dari si anak, mereka mempunyai kewajiban yang harus diperhatikan terhadap 
kondisi anak. Karena bagaimanapun juga anaak adalah sebuah amanah yang harus 
dijaga dan diarahkan. 
Untuk itulah dalam hukum pidana Islam meski batasan usia hanya 
menjelaskan yang dapat dipidana adalah saat si anak sudah baligh. Orang tua 
punya tanggungjawab besar atas anak dari ia lahir sampai anak tersebut menjadi 
dewasa. Bisa dikatakan, orang tua juga menanggung atas perbuatan pidana si anak 
sebelum ia sampai usia baligh tersebut. Meski pernyataan ini menjadi polemik 
bagi kalangan fuqaha. 
Anak dianggap belum mumayyiz jika usianya belum sampai 7 (tujuh) 
tahun meskipun ada anak dibawah usia 7 (tujuh) tahun lebih cepat untuk dapat 
membedakan yang baik dan buruk (tamyiz) daripada anak lain seusianya. Kenapa 
diambil kesepakatan secara genaral  tentang usia tersebut, tak lain hal ini karena 
hukum didasari atas kebanyakan orang, menegaskan bahwa tamyiz belum 
dianggap ada pada diri seorang anak sebelum ia berusia 7 (tujuh) tahun.
10
 
Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum ia 
berusia 7 (tujuh) tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman ta’diby 
(hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukumn hudud dan qishash 
apabila dia melakukan tindak pidana hudud dan qishash. Walaupun begitu, 
adanya pengampunan tanggungjawab pidana terhadap anak kecil bukan berarti 
membebaskannya dari tanggungjawab perdata atas semua tindakan yang 
dilakukannya. Ia bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan 
jiwa orang lain. 
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M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 10. 
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Tanggungjawab perdata tidak dapat hilang, tidak seperti tanggungjawab 
pidana yang dapat hilang, sebab meurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta 
benda itu maksum (tidak dihalalkan/mendapat jaminan keamanan) dan juga unsur-
unsur syar’i tidak menafikan kemaksuman. Hal ini berarti unsur-unsur syar’i tidak 
menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meski hukuman pidananya 
digugurkan. Karena itulah, orang tua berperan besar dalam masalah anak dan juga 
ikut menanggung terkait  tanggungjawab perdata yang diterima oleh si anak. 
Ibarat pepatah Jawa “anak polah, wong tuo keno pulut e”. Meski saat ini tidak 
dapat menutup mata bahwa reaalitas kehidupan sosial begitu berkembang pesat, 




Hukum sering dikatakan sebagai jantung dari peraturan hukum karena ia 
merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum dan 
peraturan hukum yang pada akhirnya akan dikembalikan pada asas-asas hukum 
tersebut.
12
 Sehingga meletakkan asas hukum perlindungan anak menjadi prasyarat 
untuk mengelompokkan hukum perlindungan anak sebagai institusi hukum dari 
subsistem hukum acara pidana. 
Asas penyelenggaraan perlindungan anak  yang diamanatkan oleh 
Undang-Undang ini berdasarkan kepada pancasila, Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia 1945 dan prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak.  
Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak juga 
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M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 13. 
12
Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum  (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 204 . 
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1. Asas belum dewasa. 
 Asas belum dewasa menjadi syarat dalam ketentuan untuk menentukan 
seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Asas belum dewasa membentuk 
kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai 
anak yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban atas 
suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Undang-undang Pengadilan 
Anak dapat dibedakan dalam 3 kategori sebagai berikut: 
a) Anak yang berusia di bawah 8 tahun. 
 Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 1997 dinyatakan 
bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana, tetapi ketika tindak pidana 
tersebut dilakukan anak belum berusia 8 tahun maka kepada anak tidak dapat 
diadakan penuntutan sehingga anak sebagai pelaku hanya diberi teguran dan 
nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian anak dikembalikan 
kepada orang tua. 
b) Anak yang berusia di bawah 8 sampai 12 tahun. 
 Jika dilihat dari segi pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang 
dilakukan, seorang anak yang berusia antara 8 tahun hingga 12 tahun yang 
melakukan tindak pidana dapat diajukan ke depan persidangan. Namun, anak 
dalam kategori usia ini tidak dapat dijatuhi hukuman, ataupun dilakukan 
penahanan terhadap dirinya. Anak dalam kategori usia ini juga dianggap belum 
dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga anak dalam 
kategori ini  hanya dapat diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua, 
ditempatkan di departemen sosial atau lembaga sosial lainnya serta menjadi anak 
negara jika perbuatan yang dilakukannya diancam hukuman mati dalam ketentuan 




c) Anak yang berusia 12 sampai 18 tahun. 
 Untuk anak yang berusia 12 sampai 18 tahun sudah mulai dianggap dapat 
bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Anak yang melakukan 
tindak pidana dalam kategori ini sudah dapat ditahan dan divonis berupa hukuman 
penjara yang lamanya dikurangi setengah dari pidana orang dewasa. Namun, 
proses hukum yang dijalani anak harus berbeda dari orang dewasa, mulai dari 
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, hingga proses pengadilan yang 
dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum oleh hakim anak, di ruang sidang 
khusus anak. 
2. Asas keleluasaan pemeriksaan. 
 Ketentuan asas keleluasaan pemeriksaan dimaksudkan yaitu dengan 
memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim maupun petugas 
lembaga pemasyarakatan untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya 
berjalannya penegakan hak-hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan, dan 
lain-lain. Asas keleluasaan ini bertujuan untuk meletakkan kemudahan dalam 
sistem peradilan anak yang diakibatkan ketidakmampuan rasional, fisik/jasmani, 
dan rohani atau keterbelakangan yang didapat secara kodrat dalam diri anak. 
3. Asas probation atau pembimbingan kemasyarakatan. 
 Kedudukan probation dan social worker  yang diterjemahkan dengan arti 
pekerja sosial diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. Ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem 
penerjemahan ketidakmampuan seorang anak dalam sebuah proses peradilan 
anak. Ketentuan peradilan anak dengan adanya Undang-undang  Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak adalah hukum acara pidana anak yang diposisikan 
dengan ketentuan asas lex spesialis de rogat lex generalis.
13
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Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: PT. 
Refika  Aditama,  2012), h. 57. 
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Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 menjelaskan bahwa 
hukuman terhadap terbagi menjadi tiga kriteria, yaitu: usia anak dari 0 (nol) 
sampai 8 (delapan) tahun adalah tidak dikenakan hukuman atau hanya 
dikembalikan kepada orang tuanya. Usia 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun 
anak hanya dikenakan hukuman berupa tindakan yakni: nasehat, teguran ataupun 
dimasukkan dalam lembaga atau dinas sosial. Sedangkan usia 12 (dua belas) 
sampai 18 (delapan belas) tahun anak baru dapat dikenakan hukuman berupa fisik 
atau pemenjaraan. Akan tetapi hanya sebagai upaya terakhir. Hal ini berarti 
penerapan dan penjatuhan pemenjaraan terhadap anak apabila terbukti melakukan 
atau melanggar hukum dapat dilakukan.
14
 
Sedangkan di dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak tidak dijelaskan secara spesifik batas minimum usia anak 
apabila terkait masalah pidana dan diterapkannya hukuman. Didalam undang-
undang perlindungan anak tersebut hanya menyebutkan bahwa yang dinamakan 
anak adalah orang belum berusia 18 tahun. Hal ini berarti penerapan dan 
penjatuhan hukuman pidana terhadap anak apabila terbukti melakukan atau 
melanggar hukum didalam undang-undang tersebut adalah selama anak belum 
melebihi usia 18 tahun, maka anak tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. 
KUH Pidana, memandang anak yang sudah berusia 8 tahun bisa dimintai 
pertanggungjawaban pidana. Namun, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi 
seiring diundangkannya UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Batasan 
lain juga ditemukan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan 
usia nikah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Bahwa di 
bawah usia ditentukan pun, anak bisa dinikahkan dengan izin dari pengadilan. 
Dan yang lebih mudah sekali untuk dijadika pedoman adalah umur 17 tahun, 
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Abdul Rahman,  Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak 
(Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 141.  
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sebab sebagaimana yang terjadi di seluruh wilayah Indinesia, 17 tahun adalah 
umur bagi seseorang untuk wajib membuat kartu tanda penduduk (KTP). 
Hukum nasional jelas sudah ada undang-undang yang telah mengatur 
mengenai jenis sanksi yang akan di berlakukan kepada seorang anak yang 
melakukan tindaak pidana, yakni UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, 
yang mana dalam undang-undang tersebut telah mengatur tata cara peradilan anak 
dan beberapa jenis sanksi yang akan diberikan pada anak pelaku tindak pidana. 
Hukum memang berlaku untuk semua kalangan, entah itu orang dewas ataupun 
anak-anak. Akan tetapi undang-undang juga telah mengatur ada beberapa hal yang 
menjadikan sesorang itu tidak dihukum atau diringankan hukumannya. Belum 
cukup umur (minderjarig) merupakan salah satu hal yang meringankan 
pemidanaan karena usia yang masih muda belia itu kemungkinan sangat besar 
diperbaiki kelakuannya dan diharapkan kelak bisa menjadi warga yang baik dan 






Berdasarkan hasil penlitian maka dapat diambil kesimpulan antara lain: 
1. Menurut hukum pidana Islam tidak dijelaskan batas minimum usia seorang 
anak secara detail disebabkan karena banyaknya pendapat para ulama 
terhadap usia anak. Namun disuatu sisi perbedaan pendapat para ulama 
terhadap batas usia anak dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki 
dianggap baligh apabilah ia telah mimpi basah (ihtilam), dan seorang anak 
perempuan dianggap baligh apabilah ia telah haid. Sehingga dengan acuan 
tersebut, bagi Islam, jelas menjadi ambang batas untuk menerima 
kewajiban bagi seorang muslim untuk memikul sendiri tanggungjawabnya 
dan menjadi tanda bagi seseorang lepas dari predikat seseorang dinamakan 
anak. Sedangkan dalam hukum Nasional bahwa batas usia anak adalah 8 
tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. 
2. Pemidanaan yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana 
sudah dijelaskan secara detail dalam hukum pidana Islam. Hukuman 
terhadap anak dalam hukum pidana Islam merupakan bagian dari 
peringatan dan proses pendisiplinan terhadap anak tersebut. Jadi anak di 
bawah umur tidak dapat dikenakan hukuman, dalam hukum Islam karena 
ada syarat pengkategorian orang melakukan zina yakni syarat berakal yang 
harus ada pada maqdsuf adalah syarat dewasa. Namun dalam pemberian 
hukuman dalam Islam itu diserahkan kepada hakim, dalam hal hukuman 
ini hakim berhak menjatuhkan sanksi berupa, memukul si anak, menegur 
atau mencelahnya, menyerahkan kepada waliy al-amr atau orang lain, 
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menaruhnya ketempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal, 
menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus. Sedangkan 
dalam hukum nasional yang didasarkan pada Undang-Undang No.3 tahun 
1997 menjelaskan bahwa hukuman terhadap anak terbagi menjadi tiga 
kriteria, yaitu: usia anak dari 0 (nol) sampai 8 (delapan) tahun adalah tidak 
dikenakan hukuman atau hanya dikembalikan kepada orang tuanya. Usia 8 
(delapan) sampai 12 (dua belas) tahun anak hanya dikenakan hukuman 
berupa tindakan yakni: nasehat, teguran ataupun dimasukkan dalam 
lembaga atau dinas sosial. Sedangkan usia 12 (dua belas) sampai 18 
(delapan belas) tahun anak baru dapat dikenakan hukuman berupa fisik 
atau pemenjaraan. Akan tetapi hanya sebagai upaya terakhir. Hal ini 
berarti penerapan dan penjatuhan pemenjaraan terhadap anak apabila 
terbukti melakukan atau melanggar hukum dapat dilakukan. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Diharapkan Undang-Undang tentang anak di Indonesia memiliki 
keseragaman aturan terkhusus pada batas usia seorang anak dan sanksi yang 
diberikan kepada anak yang melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak 
pidana perzinahan. Dan bagi komisi perlindungan anak di Indonesia untuk 
meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga perbuatan 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir mengingat hakikat 
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